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ABSTRAK 

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) UNTUK 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MULYA SUBUR 

KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN 

OLEH: 

YUNITA DEWI RAHMAWATI 

NIM. 11770523606 

 

Penelitian ini dilakukan di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Dana 

Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mulya Subur dengan penerapan 

asas pengelolaan keuangan Desa. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini 

bagaimana pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dan factor 

penghambat dalam pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di 

Desa Mulya Subur. Dalam penelitian ini indicator yang digunakan yakni asas 

pengelolaan keuangan Desa dalam Permendagri No. 113 tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa berupa transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib 

dan disiplin anggaran. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. 

Adapun  pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan 

menarik kesimpulan. Dalam mendapatkan informasi peneliti memanfaatkan dari 

beberapa informan yakni Kepala Desa, Kasi Pelayanan, Kaur Keuangan, Ketua 

BPD, 1 orang Ketua RT, serta 6 masyarakat Desa Mulya Subur. Hasil dari 

peneltian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Mulya Subur 

belum menerapkan asas pengelolaan Dana Desa secara maksimal. Hal ini 

dikarenakan pada penerapan asas partisipatif masih terkendala dengan kurangnya 

dalam membuka ruang bagi peran serta masyarakat. Selain itu, partisipasi dari 

masyarakat masih bersifat pasif. Dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Mulya 

Subur juga masih memfokuskan pada kegiatan pembangunan fisik. 

Kata kunci: Asas, Pengelolaan, Dana Desa, Pemberdayaan masyarakat  
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional salah satu tujuan 

bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia  Tahun  1945  alinea  ke-4,  yakni  memajukan  kesejahteraan  umum, 

dengan demikian sudah sepantasnyalah agar pemerintah mewujudkannya baik itu 

oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah 

melaksanakan  serangkaian  pembangunan  diseluruh  penjuru   Indonesia  

guna tercapai kemakmuran yang adil dan merata. 

Berdasarkan data yang penulis kutip dari KOMPAS.com, Kementerian 

Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Disdukcapil) merilis Data Penduduk Indonesia Semester I 2020. Berdasarkan 

data Kependudukan Semester I 2020 itu, jumlah total penduduk Indonesia per 30 

Juni sebanyak 268.583.016 jiwa. Dikutip dari Liputan6.com pada 21 Januari 

2021, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia di tahun 2020 sebanyak 

271.349.889 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia 

terus mengalami peningkatan. 

Melihat hal tersebut, perlu kiranya pemerintah melakukan upaya-upaya 

dalam mewujudkan tujuan bangsa dengan mensejahterakan masyarakat Indonesia. 

Mengingat jumlah penduduk yang tidak sedikit serta tersebar di 34 Provinsi di 

Indonesia, maka dengan adanya otonomi daerah sangat membantu untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang 
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Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan otonomi daerah 

memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan 

kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-

masing daerah yang berbeda-beda. 

Dalam upayanya untuk mensejahterakan masyarakat, desa diberi 

kewenangan untuk mengelola keuangan desa. Menurut Permendagri No. 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa 

merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.  Desa dituntut 

untuk mampu memanfaatkan Dana Desa yang dikelola dengan baik, menyusun 

perencanaan dan melaksanakan program sesuai dengan prioritas yang telah 

ditetapkan yaitu program yang bertujuan guna pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa.  

Hal ini didasari oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi 

“Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program 

dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa”. 

Dengan pemanfaatan Dana Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dan 

pemberdayaan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya 

untuk masyarakat Desa demi meningkatkan kualitas hidup, peningkatan 
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kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan 

terhadap masyarakat Desa. 

Pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyebutkan, Dana 

Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat.  

Menurut Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa bahwa 

Desa adalah desa dan desa adat atau  yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Mulya Subur merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan pangkalan 

Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kepadatan jumlah penduduk di 

Desa Mulya Subur adalah 1.566 jiwa dengan jumlah rumah tangga mencapai 402 

rumah tangga. 
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Tabel 1.1 

Data Kependudukan Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Pangkalan Lesung 

 

No Desa/Kelurahan 
Jumlah Rumah 

Tangga 

Jumlah 

Penduduk 

1 2 3 4 

1 Genduang 1.606 5.844 

2 Rawang Sari 675 2.586 

3 Sari Makmur 608 2.259 

4 Mulya Subur 402 1.566 

5 Mayang Sari 614 2.341 

6 Sari Mulia 444 1.653 

7 Dusun Tua 476 1.734 

8 Pangkalan Lesung 2.448 10.179 

9 Tanjung Kuyo 368 1.342 

10 Pesaguan 1.027 4.005 

  Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan tahun 2020 

 Desa Mulya Subur juga merupakan salah satu Desa yang menerima Dana 

Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana 

Desa yang diterima Desa Mulya Subur bertambah tiap tahunnya. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel   tahun 2018 hingga 2020 jumlah Dana Desa yang diterima 

mengalami penambahan. Begitupun anggaran untuk pemberdayaan masyarakat 

juga mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga 2019, namun di tahun 2020 

anggaran untuk pemberdayaan ditiadakan dan dialihkan untuk penanganan virus 

covid-19 berupa BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) sehingga 

program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 juga tidak ada.                                               
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Tabel 1.2 

Dana Desa (DD) Desa Mulya Subur 

No Tahun Jumlah DD Bidang Anggaran 

1 2 3 4 5 

1 2018 733.485.000 

Pembangunan Desa 673.881.000 

Pemberdayaan 9.604.000 

Penyertaan Modal 

BUMDes 
50.000.000 

2 2019 841.298.000 

Pembangunan Desa 724.752.600 

Pemberdayaan 18.795.000 

Penyertaan Modal 

BUMDes 
100.000.000 

3 2020 846.025.000 

Pembangunan Desa 471.168.900 

Pembinaan 151.295.200 

Penanggulangan 

Bencana, Darurat 

dan Mendesak Desa 

(BLT DD) 

223.920.500 

Sumber: Kantor Desa Mulya Subur Tahun 2021 

Untuk mensejahterakan masyarakatnya secara mandiri di Desa Mulya 

Subur, pemerintah Desa mengadakan program pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat 

berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial demi memperbaiki situasi dan 

kondisi diri sendiri. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan 

Umum Pasal 1 ayat 12 bahwa Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan upaya 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan 

kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
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prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses 

memberikan atau mengalihakan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan 

kepada masyarakat agar menjadi individu yang lebih berdaya. Pemberdayaan 

juga merupakan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi 

individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa 

yang menjadi pilihannya.  

Tabel 1.3 

Anggaran Dana Desa (DD) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat 

No Tahun Kegiatan Pemberdayaan Anggaran 
Sumber 

Anggaran 

1 2018 

Pelatihan Tim Pelaksana Kegiatan 1.274.000 DD 

Pelatihan Kader Kesehatan 

Mayarakat 
2.246.000 DD 

Pelatihan peningkatan kapasitas 

aparatur pemerintah Desa 
2.346.000 DD 

Pelatihan pengembangan sistem 

pengelolaan keuangan Desa 

berbasis aplikasi Siskeudes 

2.492.000 DD 

Pelatihan aparatur pemerintah Desa 

dalam bidang pengelolaan 

keuangan Desa (ilmu perpajakan) 

1.246.000 DD 

Jumlah 9.604.000 DD 

2 2019 

Pelatihan pengolahan limbah sapi 7.885.000 DD 

Pelatihan SISKEUDES 1.830.000 DD 

Pelatihan pembuatan keripik buah 9.080.000 DD 

Jumlah 18.795.000 DD 

3 2020 0 0 DD 

Jumlah 0 DD 

Sumber: Kantor Desa Mulya Subur Tahun 2021 

Dengan adanya pengelolaan Dana Desa (DD) yang baik untuk membiayai 

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, diharapkan akan menciptakan 

masyarakat yang sejahtera serta mampu meningkatkan perekonomiannya secara 

mandiri. Program pemberdayaan yang dilakukan untuk menangani kemiskinan di 

Desa Mulya Subur adalah pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yang di 
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tujukan kepada masyarakat miskin serta masyarakat umum Desa yang diharapkan 

dengan adanya program pemberdayaan tersebut masyarakat akan menjadi lebih 

mandiri dan juga sejahtera. Hal ini dapat dilihat pada tabel tersebut di atas yang 

menunjukkan besaran anggaran paling banyak dikeluarkan pada tahun 2019. 

Anggaran pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 dialihkan untuk 

penanganan covid-19 sehingga kegiatan untuk pemberdayaan tidak ada.  

Adapun bentuk program pemberdayaan di bidang ekonomi tersebut adalah 

kelompok usaha ekonomi Kreatif, yang mana kegiatan yang dilakukan dalam 

pemberdayaan berupa pelatihan pembuatan keripik buah yang melibatkan 

kelompok ibu-ibu. Ekonomi kreatif merupakan konsep yang digunakan dalam 

merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis 

kreativitas. Modal utama yang diandalkan dalam ekonomi kreatif adalah sumber 

daya manusia, terutama untuk proses penciptaan, kreativitas, keahlian dan talenta 

individual. Dengan adanya pelatihan pembuatan keripik buah tersebut masyarakat 

akan mampu menumbuhkan dan meningkatkan kreativitasnya sehingga 

masyarakat dapat merubah kehidupannya kearah yang lebih baik.  

Dari hasil pelatihan pembuatan keripik buah tersebut diharapkan akan 

mampu membuat usaha produk olahan sendiri melalui kelompok maupun 

individu, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa tersebut baik itu 

bahan baku  maupun tenaga kerja. Hasil dari produk olahan tersebut dapat 

menjadi produk unggulan dari Desa Mulya Subur, sehingga masyarakat tidak 

hanya berdaya namun juga memiliki penghasilan untuk membantu meningkatkan 

perekonomiannya. Dengan begitu masyarakat dapat sejahtera secara mandiri.  
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Namun harapan untuk membuat sebuah usaha ekonomi kreatif hingga kini 

belum terwujud. Berdasarkan observasi dari peneliti hingga kini belum ada wujud 

usaha ekonomi kreatif di Desa Mulya Subur. Selain itu, berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dalam rangka untuk mencari tahu mengenai hal tersebut 

kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan keripik buah, 

banyak masyarakat yang mengungkapkan tidak tertarik untuk mengembangkan 

hasil pelatihan tersebut menjadi sebuah usaha sebab mereka takut tidak mendapat 

keuntungan.  

Selain Dana Desa, Desa Mulya Subur juga menerima dana Bankeu 

(Bantuan Keuangan) yang juga tidak sedikit. Pada tahun 2018 hingga 2019 dana 

Bnakeu yang diterima Desa mengalami peningkatan yang cukup besar, sedangkan 

pada tahun 2020 dana yang diterima mengalami penurunan. Dana Bankeu yang 

diterima Desa Mulya Subur dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.4 

Dana Bankeu Desa Mulya Subur 

No Tahun Jumlah Dana 

Sumber 

Dana 

1 2018 Rp.100.000.000 Bankeu 

2 2019 Rp.200.000.000 Bankeu 

3 2020 Rp.85.000.000 Bankeu 

Sumber: Kantor Desa Mulya Subur Tahun 2021 

Mengingat penerimaan Dana Desa (DD) yang cukup besar serta bertambah 

setiap tahunnya dan Desa juga menerima dana bantuan Bankeu yang cukup besar 

pula, sedangkan pemanfaatan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat yang 

hanya sedikit, peneliti tertarik untuk menganalisa pengelolaan Dana Desa (DD) di 

Desa Mulya Subur dengan memfokuskan penelitian ini pada penerapan asas-asas 

pengelolaan keuangan Desa yang juga termasuk di dalamnya adalah Dana Desa 
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(DD) untuk pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah Desa sudah mengelola keuangan Desa terutama Dana Desa (DD) dengan 

baik dengan menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan Desa 

Dari uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk 

Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan 

Lesung Kabupaten Pelalawan”.  

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dirumuskan oleh 

peneliti adalah: 

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan 

masyarakat di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung 

Kabupaten Pelalawan? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa (DD) 

untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mulya Subur Kecamatan 

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

 
1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan 

masyarakat di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten 

Pelalawan. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa (DD) 

untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan 

Lesung Kabupaten Pelalawan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

  
1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan keilmuan peneliti dibidang pemberdayaan masyarakat 

terutama di Desa. 

2. Bagi Objek Penelitian 

Memberikan rekomendasi kepada Pemerintahan di Desa Mulya Subur 

berupa saran dan masukan untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik. 

3. Bagi Objek Penelitian 

Menjadi  referensi  bagi  peneliti  berikutnya  tentang  kajian  

pemberdayaan masyarakat miskin.  

1.5 Sistematika Penulisan 
 

Dalam  penelitian  ini  adapun  sistematika  penulisannya  adalah  sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 
Pada Bab I ini berisikan tentang : latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 
Pada Bab II ini memuat landasan teori berupa teori-teori kemiskinan, peraturan 

perundang-undangan   mengenai   otonomi   daerah   dan   desa   serta   penelitian 

terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab III ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber 

data,  metode  pengambilan  sampel,  metode  pengumpulan  data,  serta  metode 

analisa data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab IV ini disajikan mengenai gambaran umum dari lokasi yang menjadi tempat 

penelitian dilakukan berupa profil Desa hingga struktur organisasi pemerintah 

Desa. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab V ini penulis menjelaskan mengenai pembahasan hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan berupa data-data yang diperoleh. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab VI ini penulis menyajikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian serta 

saran-saran yang dapat peneliti berikan terhadap hasil dari penelitian. 
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BAB II 

 
LANDASAN TEORI 

 
 
 

2.1 Pengelolaan 

Pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola” yang dalam KBBI (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti “mengendalikan”. Secara sederhana 

pengelolaan merupakan suatu proses atau cara dalam melakukan sesuatu demi 

tercapainya tujuan tertentu.  Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata 

pengelolaan mempunyai 4 (empat) pengertian, yakni: 

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. 

2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan 

tenaga orang lain. 

3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan 

tujuan organisasi. 

4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal 

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

Adapun tujuan adanya pengelolaan diantaranya ialah: 

1. Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi. 

2. Menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. 

Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, 

sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak 

yang berkepentingan dalam suatu organisasi. 

3. Mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan 

banyak cara yang berbeda, salah satu cara umum yaitu efisien dan efektivitas. 
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2.2 Keuangan Desa 

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 bahwa keuangan Desa 

merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapar dinilai dengan uang serta 

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban Desa. Selain itu berdasarkan peraturan yang sama juga 

disebutkan bahwa pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Desa. 

2.2.1 Sumber Pendapatan Desa 

Sumber pendapatan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 yakni: 

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, 

gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa 

2. Dana Desa yang merupakan Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) 

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota 

4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota 

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 

6. Hibbah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga 

7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 
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2.2.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-

asas: 

a. Transparan 

Transparan merupakan keterbukaan kepada masyarakat dalam pelaksanaan 

tugas dan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 

pengawasan/pengendaliannya serta mudah diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan informasi. Jadi transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 

serta mudah dimengerti.  

Menurut Tahir (2014: 109) transparan merupakan keterbukaan dalam 

melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah 

dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber 

daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dengan demikian 

transparan merupakan Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang penyelenggaraan 

pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Indicator transparansi yakni: 

1. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada 

masyarakat melalui media informasi. 

2. Informasi memuat APBDesa, pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat 

pengaduan. 
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b. Akuntabel 

Dalam Raba (2020: 1) akuntabilitas (accountability), artinya perbuatan 

(hal) bertanggungjawab; keadaan untuk dipertanggungjawabkan; atau sering juga 

diartikan dengan tanggung gugat; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. 

Dalam hal ini akuntabel merupakan pertanggungjawaban pemerintah Desa 

terhadap pengelolaan keuangan Desa baik itu berupa keberhasilan maupun 

kegagalannya kepada masyarakat Desa serta pihak-pihak yang memiliki hak. 

Indicator akuntabel yakni: 

a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

APBDesa kepada Bupati/Walikota maupun masyarakat setiap tahun 

anggaran. 

b. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa. 

c. Partisipatif 

Berdasarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015: 35) 

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan 

kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa. Secara umum pengertian 

partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat 

dalam suatu kegiatan. (Harun & Ardianto, dalam Kusumadinata 2015: 87) 

mengatakan bahwa partisipatif adalah pengambilan keputusan, pengambilan 

bagian/pengikut-sertaan atau masyarakat terlibat langsung dalam setiap tahapan 

proses pembangunan mulai dari perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pelaksanaan (actuating) sampai kepada monitoring dan evaluasi 

(controlling) yang selanjutnya disingkat dengan POAC. 
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 Dikatakan dalam Damsar dan Indrayani (2016: 229) bahwa partisipasi 

dilihat berdasarkan atas basis derajat keterlibatan, dibagi dalam dua jebis yaitu 

partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Di dalam bukunya juga disebutkan pada 

partisipasi aktif, seseorang turut serta dalam semua proses kegiatan yang ada 

dengan memberikan kontribusi sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi yang 

dimiliki. Sedangkan pada partisipasi pasif, seseorang turut serta dalam suatu 

aktivitas secara sangat minimal, misalnya hanya sekedar hadir tanpa memberi 

kontribusi apa pun.  

Menurut Warjio (2016: 178-180) pendekatan Top-Down merupakan 

pendekatan yang berpusat pada “actor atas”. Sedangkan pendekatan Buttom-Up 

merupakan pendekatan yang berasal dari bawah. Dalam bukunya juga dikatakan 

bahwa pendekatan Buttom-Up merupakan strategi yang paling baik untuk 

mencapai keberhasilan pembangunan Desa. Hal ini dikarenakan masyarakat 

Desalah yang paling mengetahui kondisi-kondisi hidup mereka. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa pendekatan perencanaan Top-Down 

merupakan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah sedang masyarakat 

hanya sebagai penerima dan pelaksana. Selain itu pendekatan perencanaan 

Buttom-Up merupakan perencanaan yang didasarkan oleh kebutuhan dari 

masyarakat dan pemerintah hanya sebagai fasilitator (Munthe, et al., 2021: 68).  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran serta masyarakat secara 

aktif dalam perencanaan pembangunan demi mencapai kesejateraan merupakan 

hal yang penting. Masyarakat memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan apa 

yang menjadi kebutuhannya kepada pemerintah dalam musyawarah yang 
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diselenggarakan. Sehingga tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi 

masyarakat dan tepat sasaran.  

Adapun indicator partisipatif yakni: 

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala 

Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan di 

sepakati bersama dalam musyawarah. 

2. Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintahan Desa. 

d. Tertib dan disiplin anggaran 

Berdasarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015: 35) 

Tertib dan disiplin anggaran dalam hal ini memiliki pengertian pengelolaan 

keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. 

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan pengelolaan keuangan 

Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni dimulai pada tanggal 1 

Januari hingga tanggal 31 Desember. Dengan demikian tertib dan disiplin 

anggaran di sini memiliki makna bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa 

termasuk di dalamnya adalah Dana Desa (DD), harus dilakukan sesuai dengan 

aturan yang sudah ditetapkan.  

Indicator tertib dan disiplin anggaran yakni: 

1. Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember. 

2. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan sesuai denga peraturan mengenai 

pengelolaan Keuangan Desa. 
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2.3 Dana Desa (DD) 

 
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa 

penganggarannya dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer 

daerah secara bertahap. Mekanisme dari penyaluran Dana Desa sendiri dilakukan 

secara bertahap mulai dari Pemerintah Pusat (APBN) yang ditransfer ke 

Kabupaten/Kota (APBD) untuk selanjutnya ditransfer ke Desa (APBDes). 

Ada 2 (dua) tahap penyaluran APBN ke APBD Kabupaten/Kota, yaitu: 

1. Tahap I sebesar 60% dari pagu Dana Desa, paling cepat Maret dan paling 

lambat Juli. 

2. Tahap II sebesar 40% dari pagu Dana Desa, paling cepat Agustus. 

Sedangkan tahap penyaluran dari APBD Kabupaten/Kota ke APBDes 

yakni paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di APBD 

Kabupaten/Kota setiap tahapnya Dana sudah harus disalurkan ke Desa. 

Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan 

jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. 

Tujuan Dana Desa dengan landasan hokum UU No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, yakni: 

1. Meningkatkan pelayanan public di desa 
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2. Mengentaskan kemiskinan 

 

3. Memajukan perekonomian desa 

 

4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta 

 
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. 

 

Prinsip dari penggunaan Dana Desa, yakni: 

 
1. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa 

membeda-bedakan. 

2. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, 

lebih  dibutuhkan  dan  berhubungan  langsung dengan  kepentingan  sebagian 

besar masyarakat desa. 

3. Kewenangan desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan 

local berskala desa 

4. Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat. 

 
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, mengutamakan pelaksanaan secara 

mandiri dengan mendaya gunakan sumber daya alam desa, mengutamakan 

tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan local. 

6. Tipologi desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik 

geografis,  sosiologis,  antropologis,  ekonomi,  dan  ekologi  desa  yang  khas, 

serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. 

2.3.1 Penyaluran Dana Desa (DD)  

Salah satu aspek penting pelaksanaan Dana Desa (DD) adalah penyaluran 

Dana Desa (DD) dari APBN ke pemerintah Desa. Dana Desa merupakan hak 

pemerintah Desa, namun dalam pelaksanaan penyalurannya tetap melibatkan 

pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan 
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prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan Dana 

Desa (DD), proses penyaluran Dana Desa (DD) memerlukan beberapa persyaratan 

yang harus terpenuhi, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna Danma Desa 

(DD) maupun oleh Kabupaten/Kota. Ketentuan penyaluran Dana Desa diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017. 

 Mekanisme dari penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari 

pemerintah pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa 

(APBDes). Penyaluran Dana Desa (DD) dilakukan dengan dua tahap: 

1. Tahap I sebesar 60%, paling cepat Maret dan paling lambat Juli 

2. Tahap II sebesar 40%, paling cepat Agustus 

 Dana Desa (DD) harus disalurkan ke Desa paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja setelah Dana Desa (DD) diterima di APBD Kabupaten/Kota setiap tahap. 

Dana Desa (DD) itu sendiri disalurkan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) 

ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) oleh Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN (Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara). Sedangkan penyaluran Dana Desa (DD) dari RKUD 

(Rekening Kas Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Desa) dilakukan oleh 

Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD. Ada beberapa 

persyaratan dalam penyaluran Dana Desa (DD) dari APBN ke APBD baik tahap I 

dan tahap II, tiap-tiap tahapnya memiliki persyaratan yang berbeda. Jika 

persyaratan penyaluran tersebut tidak/kurang terpenuhi maka Dana Desa (DD) 

tidak dapat disalurkan. 
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Persyaratan penyaluran tahap I yaitu: 

1. Perda APBD tahun berkenaan 

2. Perkada tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (DD) 

3. Laporan realisasi penyaluran tahun sebelumnya 

4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output tahun 

sebelumnya 

Persyaratan penyaluran tahap II yaitu: 

1. Laporan Dana Desa (DD) tahap I yang telah disalurkan ke RKD 

2. Laporan Dana Desa (DD) tahap I yang telah diserap oleh Desa dan capaian 

output Dana Desa (DD) 

Selain itu penyaluran Dana Desa (DD) dari APBD ke APBDesa juga 

memerlukan persyaratan baik tahap I dan tahap II, setiap tahapnya pun juga 

memiliki persyaratan yang berbeda. 

Persyaratan penyaluran tahap I yaitu: 

1. Perdes APBDesa 

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa (DD) tahun 

sebelumnya 

Persyaratan penyaluran tahap II yaitu: 

1. Laporan penyerapan Dana Desa (DD) 

2. Laporan capaian output Dana Desa (DD) 

2.4 Desa 

 
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  “Desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang 
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berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”.   Kemudian, dalam UU ini menyebutkan bahwa 

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.” Selain itu, dalam UU ini juga disebutkan “Pemerintah 

Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.” 

Asas-asas pengaturan desa, yaitu: 

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terahadap hak asal usul. 

2. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan 

prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur 

masyarakat desa dalam membangun desa. 

3. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala local dan pengambilan 

keputusan secara local untuk kepentingan masyarakat desa. 

4. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai 

yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan system 

nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

5. Kegotong-royongan,  yaitu  kebiasaan  saling  tolong-menolong  untuk 

membangun desa. 

6. Kekeluargaan,  yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari 

satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa. 
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7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut 

kepentingan  masyarakat  desa melalui  diskusi  dengan  berbagai  pihak  yang 

berkepentingan. 

8. emokrasi,  yaitu  system  pengorganisasian  masyarakat  desa  dalam  suatu 

system pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan 

persetujuan  masyarakat  desa serta keluhuran  harkat  dan  martabat  manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin. 

9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan 

masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. 

10. Partisipasi, yaitu turut bereran aktif dalam suatu kegiatan. 

 
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran. 

 
12. Pemberdayaan,  yaitu  upaya  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan 

masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang 

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

13. Keberlanjutan,   yaitu  suatu  proses  yang  dilakukan  secara  terkoordinasi, 

terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan 

program pembangunan desa. 

2.5 Pemberdayaan masyarakat 

Bila dilihat dari akar katanya, “daya” merupakan kata dasar dan ditambah 

awalan “ber”, yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, 

maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan. Dengan begitu 

pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi 

berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Maryani dan Nainggolan (2019: 1-2) 
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mengatakan pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment” dapat 

diartikan sebagai “membantu klien memperoleh daya untuk mengambil 

keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan 

diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam 

melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa 

percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya 

dari lingkungan”. 

Masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan 

bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga bisa 

dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan 

yang sama. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat 

agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial agar mereka bisa 

membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat 

merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua 

sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses 

kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup 

semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan kesehatan, ekonomi 

masyarakat, teknologi, dan pendidikan.  

Sumodiningrat (2001), menyatakan pemberdayaan masyarakat merupakan 

upaya  untuk  memandirikan  masyarakat  lewat  perwujudan  potensi  

kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling 

sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing. Lebih lanjut Kartasasmita 

(1996), menyatakan bahwa memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan 
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harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau dengan kata 

lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan 

masyarakat. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum 

Pasal 1 ayat 12 bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat desa. 

2.5.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, terdapat tujuan yang ingin 

dicapai. Menurut Mardikanto (2014:202) di dalam bukunya menyebutkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat memiliki enam tujuan, yaitu: 

1. Perbaikan kelembagaan, bekerja untuk sector lembaga aktivitas 

masyarakat. pemberdayaan ini memiliki tujuan untuk memperbaiki 

kelembagaan serta pengembangan kemitraan usaha masyarakat. 

2. Perbaikan usaha, bekerja untuk sector yang bergerak dibidang usaha  

masyarakat. bidang tersebut meliputi sarana prasarana pendidikan, akses 

disabilitas, usaha kecil menengah, dan sebagainya dengan tujuan dapat 

memperbaiki usaha atau bisnis masyarakat. 

3. Perbaikan pendapatan, sejalan dengan perbaikan usaha. Jika usaha 

masyarakat berjalan dengan baik, maka masyarakat memiliki penghasilan 

yang mencukupi. 
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4. Perbaikan lingkungan, dari perbaikan pendapatan dan bisnis, diharapkan 

dapat memperbaiki sector lingkungan, baik secara fisik maupun sosial. 

Perbaikan lingkungan ini juga bertujuan untuk menjaga keasrian 

lingkungan itu sendiri karena secara tidak sadar tingkat penghasilan 

masyarakat yang rendah dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan. 

5. Perbaikan kehidupan, setelah perbaikan pendapatan dan lingkungan 

terpenuhi, dilanjutkan dengan perbaikan kehidupan. Perbaikan ini 

bertujuan agar masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

6. Perbaikan masyarakat, setelah kelima sector di atas telah diperbaiki, maka 

tujuan terakhir yang ingin dicapai yaitu perbaikan hubungan antar 

masyarakat. perbaikan ini diharapkan dapat membuat hubungan antar 

masyarakat menjadi lebih baik. 

2.5.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Najiati (2005:54) ada empat prinsip dalam pemberdayaan 

masyarakat, yakni: 

1. Prinsip kesetaraan, prinsip kesetaraan adalah prinsip utama dalam proses 

pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kesetaraan atau kesejajaran 

kedudukan baik antara masyarakat dengan lembaga ataupun laki-laki 

dengan perempuan dapat mengembangkan mekanisme berbagai 

pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Dengan adanya 

kesetaraan ini pula memungkinkan untuk masing-masing pihak dapat 

saling mengakui kelebihan dan kekurangan yang diharapkan juga akan 
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terjadi proses saling belajar yang semakin mengembangkan kedewasaan 

masyarakat. 

2. Partisipasi, pelaksanaan program pemberdayaan dapat dirasakan apabila 

mendapat partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Program pemberdayaan 

masyarakat yang akan menstimulasi kemandirian masyarakat memiliki 

sifat yang partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi 

oleh masyarakat. prosesnya membutuhkan waktu yang tidak singkat. 

Selain itu perlu juga adanya keterlibatan pendamping dengan komitmen 

tinggi untuk bersama mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut. 

3. Keswadayaan atau kemandirian, prinsip ini penting karena dalam 

pelaksanaan programnya sangat penting untuk menghargai dan 

mengedepankan kemampuan masyarakat itu sendiri ketimbang menerima 

bantuan pihak lain. Prinsip ini memberikan pandangan bahwa masyarakat 

yang menjadi subjek yang memiliki kemampuan sedikit namun dapat 

dikembangkan. 

4. Berkelanjutan, dalam perancangan program perlu dipikirkan bagaimana 

program tersebut dapat terus berlanjut meskipun mungkinpada awalnya 

peran pendamping lebih dominan daripada masyarakat sendiri. Namun 

dengan perlahan dan pasti, peran masyarakat akan tumbuh dan peran 

pendamping akan berkurang. Hingga akhirnya masyarakat dapat secara 

mandiri mengelola programnya dan pendampingan tersebut pada akhirnya 

dihapus. 

Dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 112 ayat 3 dan 4 menyebutkan 

pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah baik provinsi 
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atau kabupaten, memberdayakan masyarakat dengan; a) menerapkan hasil 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan 

baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa; b) meningkatkan 

kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan 

penyuluhan; c) mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di 

masyarakat desa. Ketiga intervensi dari pemerintah tersebut dilaksanakan dengan 

pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan 

Desa dan kawasan perdesaan.  

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 

pasal 6 menyebutkan lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat desa meliputi: 

a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan 

b. pelatihan teknologi tepat guna 

c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, 

dan Badan Permusyawaratan Desa 

d. meningkatkan kapasitas masyarakat, antara lain; 

a) kader pemberdayaan masyarakat Desa 

b) kelompok usaha ekonomi produktif 

c) kelompok perempuan 

d) kelompok tani 

e) kelompok masyarakat miskin 

f) kelompok nelayan 

g) kelompok pengrajin 

h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak 

i) kelompok pemuda 
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j) kelompok lain sesuai kondisi Desa 

2.5.3 Partisipasi Masyarakat  

 Partisipasi diartikan sebagai ikut serta; keterlibatan. Partisipasi masyarakat 

artinya keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam sebuah program atau hal 

apapun. Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan dinilai sebagai tolak 

ukur keberhasilan program pemberdayaan (Adenansi, zaenuddin, and Rusyidi, 

2015). Peran aktif dalam partisipasi tidak hanya melibatkan keikutsertaan fisik 

seseorang, namun juga melibatkan pikiran dan perasaan. Keterlibatan fisik, 

pikiran dan perasaan seseorang dalam partisipasi mendorong masyarakat untuk 

memberikan sumbangsih bagi masyarakat untuk menggapai cita-cita atau goal 

dalam usaha yang dilakukan (Sastropoetro, 1986). Hal tersebut dapat memicu 

terciptanya masyarakat yang partisipatif dan berdaya. 

 Pemberdayaan masyarakat yang kuat dan bisa berhasil tentu mendapat 

dukungan dan kerja sama semua pihak khususnya keaktifan dari anggota 

masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena 

keterlibatan masyarakat (partisipasi) ini merupakan faktor yang penting bagi 

pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan 

penguatan lain, minimal partisipasi masyarakat dapat memperkuat dan 

merealisasikan fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, 

Controlling, and Evaluating). 

2.6 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Manajemen sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek penting dalam 

pembangunan bangsa, Negara dan masyarakat masa kini dan di masa yang akan 

datang. Hal ini didasari atas asumsi bahwa peran manusia sangat besar 
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pengaruhnya sebagai motor penggerak (driving force) dan agen perubahan (agent 

of change) dari pembangunan itu sendiri, baik perannya sebagai subyek 

pembangunan maupun sebagai obyek pembangunan. Sebagai subyek 

pembangunan, manusia bertindak sebagai pelaksana atau mesin produksi yang 

sangat menentukan bagi kelancaran dan keberhasilanpembangunan. Sedangkan 

sebagai obyek pembangunan, manusia merupakan tujuan atau target akhir yang 

diharapkan akan dapat menikmati hasil-hasil pembangunannya sendiri.  

Manusia merupakan modal dasar dalam mengorganisasi pembangunan 

dirinya sendiri. Karenanya ia harus teguh dan kokoh dalam menopang seluruh 

organ-organ dan bagian-bagian lain yang menjadi kewajiban dan tugas pokoknya. 

Untuk itu, manusia selalu ditempatkan sebagai subyek sekaligus sebagai obyek 

dalam organisasi pembangunan yang berproses secara terus menerus untuk 

menggali sumber-sumber terpendam yang terdapat di dalam diri manusia dan 

lingkungannya agar tidak terjadi human error. 

Menurut Suryono (2011: 2-3) Sumber daya manusia merupakan potensi 

hasil akal budi manusia yang diperoleh dari proses pembelajaran pengetahuan 

serta pengalaman yang dikumpulkan dengan sabar dan tekun melalui jerih payah 

dan perjuangan waktu yang cukup panjang dan berat. Oleh karena itu, sumber 

daya manusia diartikan sebagai kegiatan manusia yang produktif untuk 

kepentingan masyarakat maupun kepentingan pribadi. Unsur produktifitas ini 

perlu dan harus digali secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable), 

sebab seberapa pun kaya dan hebatnya suatu Negara dalam hal sumber daya 

alamnya, akan tetapi tanpa dukungan kualitas sumber daya manusia dan 

masyarakatnya sebagai faktor utama komponen yang mengelola (memanaje), 
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maka sumber daya alam yang melimpah ruah hanya akan sia-sia belaka dan tidak 

akan memberi manfaat apapun secara maksimal kepada masyarakatnya maupun 

bangsa/Negara lain. 

Suryono (2011; 3) juga mengatakan bahwa manajemen sumber daya 

manusia (MSDM) merupakan kemampuan untuk mengelola semua potensi dan 

aktivitas manusia yang produktif yang dapat ditumbuh kembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakatnya berupa materi dan non 

materi demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, MSDM 

mencakup semua aspek-aspek kemampuan dan kekuatan yang dimiliki sebagai 

kualitas individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan.    

2.7 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Islam 

Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam 

merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri 

melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang 

kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu pentingnya 

pemberdayaan masyarakat dalam islam adalah karena dengan adanya 

pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dalam hal ini 

akan memperbaiki taraf hidup masyarakat agar lebih baik. Dalam islam, konsep 

pemberdayaan masyarakat dijelaskan dalam Al-Qur’an QS. Ar-Ra’d ayat 11: 

ى يغَُ   َ لََ يغَُيِّزُ هَا بقِىَْمٍ حَتّه اىَِّ اّللّه ءًا ۗ  ُ بقِىَْمٍ سُىْْۤ ًْفسُِهِنْ  وَاذَِآ ارََادَ اّللّه َ يِّزُوْا هَا باِ

 فلَََ هَزَدَّ لهَٗ   

“…Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang 
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dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 

Dia.” 

 

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan 

selama mereka tidak berusaha untuk merubah keadaannya sendiri. Hal ini sejalan 

dengan teori pemberdayaan masyarakat dimana melalui pemberdayaan maka 

masyarakat dapat diberi peluang untuk berinovasi dan diberi kesempatan untuk 

memperbaiki keadaannya dengan diberi pelatihan atau pembinaan serta mengelola 

sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya dengan kemampuan mereka dalam 

mengelola sumber daya yang ada serta potensi mereka, maka akan mengubah 

keadaannya ataupun menaikkan derajatnya ke arah yang lebih baik. 

Dalam konsep pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada 

sector ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi, dan sebagainya), juga pada 

faktor non ekonomi. Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam 

menangani persoalan kemiskinan. Konsepsi pemberdayaan yang dicontohkan 

Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik 

beratkan pada penghapusan penyebab kemiskinan bukan pada penghapusan 

kemiskinan semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang 

sifatnya sementara (temporer). Di dalam mengatasi problematika tersebut, 

Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga 

memberi tuntunan berusaha agar rakyat bisa mampu mengatasi permasalahannya 

sendiri dengan apa yang dimilikinya. 

Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang 

tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. 

Karena konsepsi pemberdayaan dalam islam adalah bersifat menyeluruh (holistic) 

menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar kehidupan.  
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Selain itu, ilmu dan keterampilan merupakan salah satu faktor naiknya 

taraf hidup masyarakat. Dalam Al-Qur’an surah Al-Mujaadilah ayat 11: 

ُ بوَِا تعَْوَلىُْىَ خَبيِْ ز   تٍ  وَاّللّه ٌْكُنْْۙ وَالَّذِيْيَ اوُْتىُا الْعِلْنَ دَرَجه هٌَىُْا هِ ُ الَّذِيْيَ اه  ...يزَْفعَِ اّللّه

“…Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

 

Ayat tersebut di atas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk 

meningkatkan skill dan keterampilan sebagai langkah konkret dalam 

meningkatkan taraf  hidup. Untuk itu, pendidikan dan pembinaan difungsikan 

sebagai upaya untuk menggali potensi kelompok masyarakat untuk belajar dan 

berlatih demi meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka. 

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu instrument penting dalam 

mengentaskan kemiskinan. Sebagai agama rahmatan lil „alamin, islam 

mendorong umatnya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi 

semua. Dalam perspektif  islam, program pemberdayaan masyarakat sangat 

sejalan dengan semangat dan ruh islam yang mengkader pemeluk-pemeluknya 

untuk menjadi agen penyebar rahmat Allah SWT.  

2.8 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dengan  permasalah  yang akan diteliti tentang Pemanfaatan 

Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mulya Subur Kecamatan 

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. 

a. Pipit Anissatul Fadlillah (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis 

Pengelolaan Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa 
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Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun 2017”. Hasil dari 

penelitiannya adalah: 

“Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat 3 tahapan 

dalam pengelolaan Dana Desa yakni perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Dari ketiga tahapan ini dinilai sudah cukup baik. Selain itu 

sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan Desa yakni akuntabel, 

transparansi, partisipatif, dan disiplin anggaran, pada penelitian ini diperoleh 

hasil bahwa Desa Margorejo belum sepenuhnya melakukan transparansi 

kepada masyarakat sebab belum tersedianya papan informasi tentang 

penggunaan Dana Desa. selain itu juga dalam proses pengelolaan Dana Desa 

masih sering terjadi kendala yakni masing-masing wilayah saling berebut 

untuk menjadi prioritas agar usulannya didahulukan. Dengan adanya Dana 

Desa sendiri memberikan makna yang sangat positif bagi kesejahteraan 

masyarakat terutama dalam pemberdayaan masyarakat, meskipun belum 

seluruhnya terlaksana sebab penggunaan dana masih terfokus pada 

pembangunan infrastruktur. 

b. Siti Rahayu (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir 

Belengkong Kabupaten Paser”. Hasil dari penelitiannya adalah: 

“Pada jurnal penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Dana 

Desa sudah dilaksanakan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

penata usahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Meskipun pada 

tahap perencanaan belum berjalan secara maksimal sebab pemahaman 

masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah. Hal tersebut 
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dikarenakan usulan masyarakat yang monoton mengarah pada pembangunan 

infrastruktur yang tiap tahun anggarannya selalu sama. Selain ituada pula 

faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa yakni kondisi alam, 

peraturan/regulasi, rendahnya kualitas SDM, ketentuan perhitungan wajib 

pajak. Sedangkan untuk faktor pendukung sendiri yakni berupa partisipasi 

masyarakat desa dan semangat gotong royong. 

c. Mochamad Ferry Firnanda (2020) dalam skripsinya yang berjudul 

“Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat 

(Studi pada Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri). Hasil 

dari penelitiannya adalah: 

“Dalam skripsi ini hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana 

Desa di Desa Jambu secara teknis operasional telah sesuai dengan 

Permendagri No. 113 Tahun 2014. namun dari hasil telaah peneliti mendapati 

bahwa program kegiatan yang diprioritaskan di Desa Jambu adalah 

pemberdayaan masyarakat dalam bentuk fisik, sedangkan pemberdayaan 

masyarakat dalam bentuk non-fisik menempati posisi kedua. Hal ini 

dikarenakan Desa Jambu sendiri memiliki visi sebagai Desa Wisata yang 

tentu saja membutuhkan fasilitas fisik yang memadai. Dalam penelitian ini 

juga disebutkan beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat 

pengelolaan Dana Desa di Desa Jambu. Faktor pendukung pengelolaan Dana 

Desa berjalan dengan baik di Desa Jambu ialah berasal dari internal 

masyarakat sendiri yang antusias terutama dalam tahap pelaksanaan. 

Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaannya ialah SDM  dari sisi 

pemerintah dan masyarakat serta partisipasi masyarakat yang masih dinilai 
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pasif. Selain itu penghambat paling besar yakni dari internal Desa sendiri, 

yakni pendidikan yang masih rendah baik dikalangan masyarakat maupun 

penyelenggara pemerintahan Desa. 

2.9 Defenisi Konsep 

 
Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang 

menjadi pusat perhatian dalam ilmu social (Singarimbun 2006: 33) 

Adapun batasan defenisi konsep tersebut adalah: 

1. Pengelolaan adalah proses atau cara dalam melakukan sesuatu demi 

tercapainya tujuan tertentu. 

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembianaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-

Undang nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara). 

3. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan 

masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk 

menentukan pilihan  kegiatan  yang  paling  sesuai  bagi  kemajuan  diri  

mereka  masing- masing. (Sumodiningrat: 2001). 

Dengan demikian peneliti mengambil kesimpulan mengenai konsep 

Pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat merupakan  suatu 
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proses atau cara dalam memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan 

masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa secara mandiri. 

2.10 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk Pemberdayaan 

Masyarakat Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan 

Lesung Kabupaten Pelalawan 

Transparan 

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan Dana Desa (DD) yang baik dengan 

menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan Desa  

Akuntabel Partisipatif 

Tertib dan 

Disiplin 

Anggaran 



38 

 

2.11 Indikator Penelitian 

Tabel 2.1 

Indikator Penelitian 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Analisis Pengelolaan 

Dana Desa (DD) 

Untuk Pemberdayaan 

Di Desa Mulya Subur 

Kecamatan 

Pangkalan Lesung 

Kabupaten Pelalawan 

Transparan 

Memudahkan akses publik 

terhadap informasi 

Penyebartahuan informasi terkait 

pengelolaan keuangan Desa 

Akuntabel 
Laporan pertanggungjawaban 

Informasi kepada publik 

Partisipatif 
Keterlibatan efektif masyarakat 

Membuka ruang bagi peran serta 

masyarakat 

Tertib dan Disiplin 

Anggaran 

Taat hukum dan sesuai prosedur 

Tepat waktu 

 

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa  
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BAB III 

 
METODE PENELITIAN 

 
 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu 
 

Dalam penulisan skrips ini, peneliti melakukan penelitian yang 

dilaksanakan di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten 

Pelalawan.  Penelitian  pada kesempatan ini  dilakukan  dalam  kurun waktu 

bulan April 2021 sampai dengan selesai. 

3.2 Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dengan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong 

2007 (seperti dikutip oleh Murdiyanto, 2020: 19) mengemukakan bahwa metode 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Di dalam buku yang sama juga disebutkan bahwa penelitian kualitatif 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan 

induktif.  

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penlitian ini untuk 

menganalisa dengan focus mengenai penerapan asas pengelolaan keuangan Desa 

dalam mengelola Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat di Desa 

Mulya Subur serta factor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Dana 

Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat tersebut. 
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3.3 Jenis Sumber Data 

 
Jenis sumber data  yang digunakan pada  penelitian  ini  dikategorikan 

menjadi  dua jenis, yaitu: 

a) Data  Primer  adalah  data yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber 

utama, guna kepentingan penelitiannya, yang sebelumnya tidak ada 

(Murdiyanti, 2020: 101). Data primer disini diperoleh melalui pengamatan 

langsung di lapangan (observasi) dan juga wawancara.  

b) Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna 

kepentingan penelitiannya (Murdiyanto, 2020: 101). Data sekunder disini 

diperoleh  melalui  catatan-catatan  yang  dimiliki  instansi  serta dokumen  

lainnya yang mendukung penelitian ini. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, m etode pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti adalah: 

a)  Observasi 

 
Menurut Umrati (2020: 73), Observasi atau pengamatan adalah kegiatan 

keseharianmanusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu 

utamanya selain  panca indera lainnya seperti telinga, hidung dan kulit. Oleh 

karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatan yang menerima hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan 

panca indera lainnya. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan panca indera 

peneliti. . 
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b)  Wawancara 

 
Menurut Murdiyanto (2020: 59), wawancara adalah salah satu metode 

pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.. Penulis melakukan 

wawancara tanya jawab secara lagsung kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, 

Tokoh   masyarakat   yang  dirasa   tepat   untuk   dijadikan  informan  dalam 

penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur 

yang mana menurut Singh (seperti dikutip oleh Hakim, 2013: 168) wawancara 

terstruktur atau yang disebut dengan wawancara formal adalah sebuah prosedur 

sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana 

satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh 

pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi. Alat 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam (Handphone), buku 

dan pena. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun 

literature- literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Menurut 

Murdiyanto (2020: 64) bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan 

untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan 

karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses 

penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Desa Mulya 

Subur berupa foto-foto serta arsip-arsip yang dapat menunjang informasi bagi 

penelitian ini. 
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3.5 Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas 

tentang permasalahan yang sedang diteliti (Rukin, 2021: 67). Pemilihan para 

informan ini peneliti menggunakan metode purposive. Menurut Moleong (seperti 

dikutip oleh Rukin, 2021: 67) bahwa metode purposive merupakan metode 

pemilihan informan yang berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan 

informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Selain 

itu, dalam penentuan informan penelitian ini peneliti juga menggunakan metode 

snowball atau bola bergulir. Dalam penentuan informan ini setelah peneliti memilih 

informan utama, dari informan utama itulah muncul informan-informan lainnya 

berdasarkan referensi dari informan utama tersebut (Rukin, 2021: 67). 

Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No Informan 
Jumlah 

(Orang) 

1 Kepala Desa Mulya Subur 1 

2 Kaur Keuangan 1 

3 Kasi Pelayanan 1 

4 Ketua BPD 1 

5 Ketua RT 1 

6 Masyarakat Desa Mulya Subur 6 

Total 11 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang 

lain (Murdiyanto, 2020: 45). Pada penelitian ini analisi data yang dilakukan 
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menggunakan model Miles dan Hubermen (Seperti dikutip oleh Murdiyanto, 

2020: 48-51) yakni melalui 3 (tiga) tahap, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, serta dicari tema dan polanya. Fungsi dari reduksi data ini untuk 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini 

peneliti mencari data yang benar-benar valid, ketika peneliti menyangsikan 

kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa 

peneliti lebih mengetahui. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

peneliti menyajikan data-data yang dirasa perlu untuk ditampilkan dan sudah 

melalui proses penyaringan data terlebih dahulu ataupun sudah direduksi. Adapun 

bentuk dari penyajian data-data ini yaitu berupa teks naratif, grafik serta bagan. 

Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam 

proses ini peneliti mengklasifikasikan berdasarkan tema-tema. 

3. Menarik Kesimpulan 

Setelah dilakukan penyajian data, langkah selanjutnya adalah dengan 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan 
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baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori. Penarikan kesimpulan dalam melakukan penelitian merupakan intisari dari 

hasil laporan penelitian yang sudah didapat. Pada proses penarikan kesimpulan, 

peneliti memilih uraian informasi berdasarkan hasil dari penyajian data serta telah 

dibandingkan dengan teori yang sudah ada. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Profil Desa Mulya Subur 

 4.1.1 Sejarah Desap 

Visi Desa Mulya Subur:  

 “Terwujudnya Mulya Subur sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian 

dan ekonomi kerakyatan, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas, 

sejahtera, tenteram, nyaman, aman, beriman dan bertaqwa tahun 2030”. 

Misi Desa Mulya Subur: 

1. Meningkatkan pembangunan infranstruktur yang mendukung 

perekonomian Desa, seperti jalan, jembatan serta infranstruktur strategis 

lainnya. 

2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong 

derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan 

memiliki harapan hidup yang lebih panjang. 

3. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong 

peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan 

daya saing yang lebih baik. 

4. Memajukan usaha milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga pengelola hasil 

produktifitas masyarakat Desa. 

5. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembentukan UKM 

yang produktif sesuai dengan potensi  Desa dan kebutuhan pasar. 
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6. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hokum, berkeadilan, 

kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 

7. Mengorganisir kaum muda Desa Mulya Subur dan meningkatkan peran 

serta sebagai kader pembangunan kader pemimpin masa depan. 

Desa Mulya Subur merupakan salah satu dari 10 Desa yang terletak di wilayah 

Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Riau. Desa Mulya Subur 

berdiri pada tanggal 10 Januari 1994, yang mana Desa Mulya Subur berasal dari 

Desa eks transmigrasi UPT VII SP VII PT. Sari Lembah Subur tahun 1990 dan 

tahun 1991 dengan jumlah Kepala Keluarga 325 KK yang didatangkan dari 

berbagai wilayah di Provinsi Indonesia. Desa Mulya Subur dibagi menjadi 2 

Dusun dengan jumlah 4 Rukun Warga (RW) dan 11 Rukun Tetangga (RT) dengan 

pembagian wilayah sebagai berikut: 

1. Dusun I disebut sebagai Dusun Marga Mulya dengan 2 RW dan 6 RT 

2. Dusun II disebut sebagai Dusun Bakti Mulya dengan 2 RW dan 5 RT 

Sebagai Desa otonom, pemerintahan di Desa Mulya Subur di pimpin oleh 

seorang kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa dan anggota aparat 

pemerintah Desa. 

4.1.2 Kondisi Wilayah 

Desa Mulya Subur merupakan salah satu dari 10 Desa di wilayah 

Kecamatan Pangkalan Lesung yang terletak 4 KM ke arah Barat dari Kota 

Kecamatan. Desa Mulya Subur mempunyai luas wilayah kurang lebih sekitar 825 

Ha Km² dengan batas-batas wilayah Desa sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Lesung 
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2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Lesung 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Genduang  

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sari Makmur 

4.1.3 Keadaan Alam Dan Sumber Daya Alam 

 Desa Mulya Subur sama dengan Desa-Desa lainnya di Kecamatan 

Pangkalan lesung yang terletak di jalur Khatulistiwa dengan iklim panas dan 

memiliki kondisi geografis pada ketinggian 15-20 Meter dari permukaan laut 

dengan struktur tanah yang berbukit dan kering sehingga dimusim kemarau 

sedikit sulit untuk mendapatkan sumber air serta suhu udara maksimal 34º C dan 

suhu minimal 28º C, mempunyai curah hujan dan kemarau yang seimbang. 

Sumber daya alam Desa Mulya Subur didominasi oleh sector perkebunan 

baik perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan karet. Hal ini didukung oleh 

keadaan alam dan iklim Desa Mulya Subur yang sangat cocok untuk tanaman 

jenis perkebunan tersebut. 

4.1.4 Sosial Budaya 

 Penduduk Desa Mulya Subur yang heterogen berasal dari seluruh wilayah 

yang ada di Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, 

dan adat istiadat yang berbeda. Namun demikian masyarakat tetap dapat hidup 

berdampingan dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. 

 Mayoritas penduduk Desa Mulya Subur adalah suku Jawa, dan selebihnya 

adalah suku Nias, suku Minang, suku Madura, suku Batak, suku Sunda, suku 

Aceh, suku Bali,  serta suku Melayu. Selain itu mayoritas penduduk Desa adalah 

beragama Islam dengan minoritas penduduk beragama Protestan dan Hindu. 
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4.2 Demografi Desa Mulya Subur 

4.2.1 Data Kependudukan Berdasarkan Usia 

 Data jumlah penduduk Desa Mulya Subur pada tahun 2019 dan tahun 

2020 berdasarkan usia dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Data kependudukan berdasarkan usia 

No Umur 
Tahun 

2019 2020 

1 0 - 12 Bulan 21 Orang 21 Orang 

2 >1 - <5 Tahun 91 Orang  107 Orang 

3 >=5 - <7 Tahun 70 Orang 53 Orang 

4 >=7 - <15 Tahun 235 Orang 249 Orang 

5 >15 - 56 Tahun 840 Orang 878 Orang 

6 >56 Tahun 131 Orang 163 Orang 

Jumlah 1. 388 Orang 1. 471 Orang 

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020 

 

4.2.2 Data Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Data jumlah penduduk Desa Mulya Subur pada tahun 2019 dan tahun 

2020 berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 

Data kependudukan berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis 
Tahun 

2019 2020 

1 Jumlah Penduduk 1. 388 Orang 1. 471 Orang 

2 Jumlah Penduduk Laki-Laki 682 Orang 751 Orang 

3 Jumlah Penduduk Perempuan 706 Orang 720 Orang 

4 Jumlah Kepala Keluarga 394 KK 394 KK 

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020 

 

4.2.3 Data Kependudukan Berdasarkan Agama 

 Data jumlah penduduk Desa Mulya Subur pada tahun 2019 dan tahun 

2020 berdasarkan agama dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.3 

Data kependudukan berdasarkan agama 

No Agama 

Tahun 

2019 2020 

L P L P 

1 Islam 678 699 746 714 

2 Protestan 1 4 2 3 

3 Khatolik 0 0 0 0 

4 Hindu 3 3 3 3 

5 Budha 0 0 0 0 

Jumlah 682 706 751 720 

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020 

 

4.2.4 Data Kependudukan Berdasarkan Mata Pencaharian 

 Data penduduk Desa Mulya Subur pada tahun 2019 dan tahun 2020 

berdasarkan mata pencaharian dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 

Data kependudukan berdasarkan mata pencaharian 

No Jenis Pekerjaan 

Tahun 

2019 2020 

L P L P 

1 Petani 212 0 216 0 

2 Buruh Tani 150 0 155 0 

3 PNS 9 5 9 5 

4 Pedagang 8 3 8 3 

5 Montir 2 0 0 0 

6 Bidan Swasta 0 1 0 2 

7 Pembantu Rumah Tangga 0 0 0 0 

8 TNI 0 0 0 0 

9 Pengusaha kecil Menengah 0 0 0 0 

10 KaryawanPerusahaan Swasta 18 0 20 0 

11 
Karyawan Perusahaan 

Pemerintah 0 0 0 0 

Jumlah 399 9 408 10 

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020 
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4.2.5 Data Kependudukan Berdasarkan Etnis 

 Data jumlah penduduk Desa Mulya Subur pada tahun 2019 dan tahun 

2020 berdasarkan etnis dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.5 

Data kependudukan berdasarkan etnis 

No Etnis 

Tahun 

2019 2020 

L P L P 

1 Aceh 8 3 4 1 

2 Batak 26 31 32 39 

3 Nias 2 2 4 2 

4 Melayu 14 18 25 25 

5 Minang 4 1 1 2 

6 Jawa 579 606 632 600 

7 Sunda 16 14 16 11 

8 Madura 30 28 34 36 

9 Bali 3 3 3 4 

Jumlah 682 706 751 720 

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020 

 

4.2.6 Data Penduduk Berdasarkan RT/RW 

 Data jumlah penduduk Desa Mulya Subur pada tahun 2019 dan tahun 

2020 berdasarkan RT/RW dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.6 

Data kependudukan berdasarkan RT/RW 

No RT / RW 

Tahun 

2019 2020 

L P Jlh L P Jlh 

1 RT.001 / RW.001 45 52 97 48 52 100 

2 RT.002 / RW.001 82 94 176 92 93 185 

3 RT.003 / RW.001 100 84 184 113 96 209 

4 RT.001 / RW.002 86 90 176 98 105 203 

5 RT.002 / RW.002 66 65 131 65 60 125 

6 RT.003 / RW.002 42 47 89 39 44 83 

7 RT.001 / RW.003 78 85 163 87 79 166 

8 RT.002 / RW.003 53 58 111 52 50 102 

9 RT.003 / RW.003 35 39 74 36 37 73 

10 RT.001/ RW.004 44 34 78 41 41 82 

11 RT.002 / RW.004 51 58 109 75 66 141 

Jumlah 628 706 1. 388 751 720 1. 471 

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020 

 

  4.2.7 Data Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Usia 15 Tahun Ke 

Atas. 

Tabel 4.7 

Data kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan usia 15 tahun ke atas 

No 
 

Uraian 

Tahun 

2019 2020 

1 Jumlah Penduduk Buta Huruf 3 Orang 2 Orang 

2 Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD Sederajat 96 Orang 96 Orang 

3 Jumlah Penduduk Tamat SD Sederajat 481 Orang 481 Orang 

4 Jumlah Penduduk Tamat SLTP Sederajat 268 Orang 275 Orang 

5 Jumlah Penduduk Tamat SLTA Sederajat 323 Orang 350 Orang 

6 Jumlah Penduduk Tamat D-1 1 Orang 1 Orang 

7 Jumlah Penduduk Tamat D-2 2 Orang 2 Orang 

8 Jumlah Penduduk Tamat D-3 22 Orang 22 Orang 

9 Jumlah Penduduk Tamat S-1 57 Orang 80 Orang 

10 Jumlah Penduduk Tamat S-2 4 Orang 4 Orang 

 Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020 
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4.3 Pemerintahan Desa Mulya Subur 

4.3.1 Administrasi Kepegawaian 

 Desa Mulya Subur merupakan salah satu Desa transmigrasi yang berada di 

wilayah Kecamatan Pangkalan Lesung. Saat ini Desa Mulya Subur dipimpin oleh 

seorang Kepala Desa dan dibantu oleh 9 (sembilan) orang staff yang terdiri dari 1 

(satu) orang PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan 8 (delapan) orang tenaga teknis 

honor daerah. Adapun data dari pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8 

Data pegawai Desa Mulya Subur 

No Nama/TTL NIP Jabatan Pendidikan 

1 

PODO SUNATMO                           

Singosari Boyolali, 14 April 

1971 

_ Kepala Desa SMA 

2 

TEJO                                                 

Ponorogo, 15 Desember 

1065 

19651215200 

906 1002 

Sekretaris 

Desa 
SMA 

3 

ASMARANI                                   

Pelalawan, 19 Oktober 

1992 

_ Kasi PEM D-3 

4 
AZLAN SIREGAR                                          

Sei Paham, 03 Juni 1989 
_ 

Kasi 

KESRA 
D-3 

5 

ICHWAN SETIA 

HUTAMA                   

Mulya Subur, 19 Mei 1992 

_ 
Kasi 

Pelayanan 
S-1 

6 

LISNAWATI                                        

Labuhan Batu, 25 Maret 

1988 

_ 
Kaur 

Keuangan 
S-1 

7 

FITRIA MANDA SARI 

SUSANTI     

Kampar, 23 Maret 1992 

_ 

Kaur Umum 

dan 

Perencanaan 

S-1 

8 

ZULKARNAIDI                                 

Kampung Lalang, 24 

Februari 1989 

_ KADUS I SMA 

9 

MAHARANI DEWI 

RAMBE           

Kampung Lalang, 04 

September 1986 

_ KADUS II S-1 

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020 
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Adapun uraian mengenai tugas dan fungsi pengelola Desa tersebut di atas 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Desa 

1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

2) Kepada Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa 

melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Kelapa 

desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa seperti Tata Praja 

Pemerintahan, Penetapan Peraturan di Desa pembinaan masalah upaya 

perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan 

pengelola wilayah. 

b. Melaksanakan pembangunan seperti: Sarana dan Prasarana perdesaan 

dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. 

c. Pembinaan kemasyarakatan seperti: Pelaksanaan hak & kewajiban 

keagamaan dan ketenaga kerjaan.  

d. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosial dan motivasi 

masyarakat dibidang budaya, ekonomi dan politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna. 

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya. 
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2. Sekretaris Desa 

1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan secretariat Desa. 

2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan. 

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, 

sekretaris Desa mempunyai fungsi: 

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi, 

surat-menyurat, arsip dan ekspedisi. 

b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 

Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan 

rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan 

pelayanan umum. 

c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 

verifikasiadministrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala 

Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan lainnya. 

d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti: menyusun rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data 

dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 

program serta penyusunan laporan. 

3. Kepala Urusan Keuangan 

a. Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti 

pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 

pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan 
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administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan lembaga 

pemerintahan Desa lainnya. 

4. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan 

a. Memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti: Penyusunan 

rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-

data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 

program, serta menyusun laporan, penataan kearsipan, tata naskah, 

penyediaan sarana dan prasarana perangkat, pengarsipan asset, inventarisir 

perjalanan dinas dan penyiapan rapat. 

5. Kepala Seksi Pemerintahan 

a. Memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, 

menyusun rencana regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, 

pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 

masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta 

pendataan dan pengelolaan profil Desa. 

6. Kepala Seksi Kesejahteraan 

a. Mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana 

perdesaan, membangun bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi 

serta motivasi masyarakat di bidang budaya, konomi, politik, l;ingkungan 

hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda dan olah raga, dan karang taruna. 

7. Kepala Seksi Pelayanan 

a. Memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap 

pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya 
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partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, 

keagamaan, dan ketenaga kerjaan. 

4.3.2 Prasarana Desa 

Data sarana dan prasarana Desa Mulya Subur dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.9 

Data prasarana Desa Mulya Subur 

No Nama 

1 Kantor Desa 

2 Kantor Puskeswan 

3 Kantor KUD 

4 Poskesdes 

5 Gedung Serba Guna 

6 Kandang Bio Gas 

7 Gedung Perkantoran Satu Atap 

8 Gedung BUMDesa 

9 Gedung Bp3k 

10 Gedung Posyandu 

11 Masjid 

12 Musholla 

13 Lapangan Sepak Bola 

14 Lapangan Badminton 

15 Lapangan Bola Volly 

16 Gedung TK 

17 Gedung SD 

18 Gedung MTDA 

  Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020 
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4.3.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil Desa Mulya Subur Tahun 2020 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jelaskan pada bab 

sebelumnya, yakni tentang analisis pengelolaan Dana Desa (DD) untuk 

pemberdayaan masyarakat di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung 

Kabupaten Pelalawan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan masyarakat di Desa 

Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Desa 

Mulya Subur masih kurang baik dalam menerapkan asas-asas pengelolaan 

keuangan Desa dalam mengelola Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan 

masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam penerapan asas partisipatif Desa masih 

kurang dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam 

berpartisipasi. Dalam merencanakan program kegiatan pemberdayaan 

masyarakat cenderung berasal dari prakarsa pemerintah Desa. Dan 

keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi juga masih cenderung pasif, 

sebab masyarakat hanya bersikap menerima saja rencana kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang diprakarsai oleh pemerintah Desa. 

2. Factor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa (DD) untuk pemberdayaan 

masyarakat di Desa Mulya Subur yakni pemerintah kurang memberikan ruang 

bagi peran serta masyarakat dalam berpartisipasi. Program pemberdayaan 

masyarakat merupakan usulan dari pemerintah Desa sendiri (Top-Down), 



95 

 

bukan dari masyarakat sendiri (Buttom-Up). Di sisi lain partisipasi dari 

masyarakat Desa cenderung bersikap pasif, masyarakat bersikap menerima 

saja apa yang diberikan pemerintah dalam hal ini pemberdayaan masyarakat 

tanpa mengkritik ataupun memberi usulan sesuai kebutuhannya sendiri. Selain 

itu, dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Mulya Subur juga masih 

cenderung terfokus dan memprioritaskan pada pembangunan fisik.  

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti memiliki beberapa 

saran yang diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa dan 

masyarakat di Desa Mulya Subur dalam penerapan asas pengelolaan Dana Desa 

(DD) terutama untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain: 

1. Diharapkan dalam merencanakan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri 

dengan memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengajukan 

usulannya sendiri. Dalam artian kedepannya pengadaan program 

pemberdayaan masyarakat berdasarkan usulan dan permintaan dari 

masyarakat (Buttom-Up). 

2. Bagi masyarakat Desa Mulya Subur diharapkan juga dapat berpartisipasi 

secara aktif tidak hanya menerima apa yang diberikan saja, namun juga 

dituntut untuk bisa menyuarakan keinginannya. Sehingga hasil akhirnya pun 

dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.  

3. Diharapkan pula dalam pemanfaatan Dana Desa (DD) di Desa Mulya Subur 

tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik saja. Namun juga 

memperhatikan kesejahteraan masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat 
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secara mandiri sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengubah 

keadaannya menjadi lebih baik dengan mengembangkan hasil dari 

pemberdayaan yang diberikan. 
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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Kades dan Kaur Keuangan 

a. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban? 

b. Dalam pengelolaan Dana Desa apakah sudah menerapkan transparansi? 

Bagaimana penerapannya? 

c. Bagaimana partisipasi dari masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa? 

d. Apakah dalam pengelolaan Dana Desa itu dilakukan dalam satu kali 

anggaran? 

e. Apakah pengeleolaan Dana Desa mengikuti aturan yang berlaku? 

f. Apa saja yang sangat membantu dalam pengelolaan Dana Desa? 

g. Selama pengelolaan Dana Desa berlangsung, adakah kendala-kendala yang 

dialami? Bagaimana mengatasinya? 

h. Apakah tujuan dalam pengelolaan Dana Desa sudah tercapai? 

2. Ketua BPD 

a. Bagaimana hubungan antara BPD dan pemerintah Desa dalam pengelolaan 

Dana Desa? BPD berperan seperti apa? 

b. Dalam pengelolaan Dana Desa, apakah selama ini mengikut sertakan 

masyarakat? 

c. Apakah pengelolaan Dana Desa memperhatikan kebutuhan masyarakat? 

d. Apa saja kekurangan dari pengelolaan Dana Desa di Desa Mulya Subur? 

 



 

3. Kasi pelayanan sekaligus Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan 

a. Dalam pemberdayaan, bagaimana pengelolaan Dana Desa mulai dari tahap 

perencanaan hingga pertanggungjawabannya? 

b. Apakah tujuan yang diharapkan sudah tercapai? 

c. Adakah kendala dalam pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan? 

Bagaimana mengatasinya? 

d. Bagaimana partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa untuk 

pemberdayaan? 

e. Apakah pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan sesuai aturan yang 

berlaku? 

f. Apakah pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan dilakukan dalam satu 

kali anggaran? 

4. Ketua RT 

a. Apakah dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan musyawarah terlebih 

dahulu? 

b. Apakah dengan adanya Dana Desa masyarakat terbantu? 

c. Dalam pengelolaan Dana Desa, adakah permasalahan yang dihadapi? 

Bagaimana penyelesaiannya? 

d. Apakah sudah diterapkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa? 

e. Apakah Bapak ikut serta mengawasi pengelolaan Dana Desa? Bagaimana 

tanggapannya tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Mulya Subur? 

f. Apa harapan Bapak untuk kedepannya? 

 

 



 

5. Masyarakat 

a. Bagaimana tanggapan mengenai pembangunan Desa maupun pemberdayaan 

masyarakat yang ada di Desa? 

b. Apakah senang dengan perkembangannya? 

c. Dalam pengelolaan Dana Desa baik itu untuk pembangunan maupun 

pemberdayaan masyarakat, apakah ikut berpartisipasi/terlibat? 

d. Dalam pengelolaan Dana Desa, menurut anda apakah transparansi sudah 

diterapkan di Desa? 

e. Dengan adanya Dana Desa, apakah anda merasa terbantu? 

f. Dalam pengelolaan Dana Desa, apa harapan anda kedepannya? 
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